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Mengingat:

GUBERNURKALIMANTANSELATAN,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat
Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 0008jM.PPN/01/2007 dan Nomor OSOj264AjSJ
tanggal 12 Januari 2007 bahwa Pemerintah Provinsi harus
mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan
perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam
menentukan arab dan prioritas pembangunan selama
1 (satu) tab un sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubemur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 dari Kementerian Dalarn Negeri
Nomor OSO/2776/Bangda tanggal 13 Juli 2020, perlu untuk
ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daemh Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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J. Ufldlll1,~-Uf1c1I1IJy' NomoI' :lIJ '1'1I11l111 I'J'/'I ":/)'''''1{
I cnyclcnggurnnn NcgHrII yllflp' Ikmfh dllu 'kl)llrs dill I '(lIntpui,
Kolusi, dun Ncpot Iumo (Lf~H")II""1l NOp'lInt HnpllhlJlc ,,,,hm,.fillt
Tuhun 19YY Nornor 15, TlItrllJllhlttJ Lcmhnrnn N'!V,Jlf'It
Rcpublik Indoncniu NomOI' 'JB5 J);

4. Undnrtg-UndungNUlIIor }'1 'I'ulnlll 2U():J ICII(IIIII{ }(CWHW/Ifl
Ncgara [Lcmburnn Ncguru I~GPu"JH( ludoncNl1I Tnhun 20();}
Nornor 47, Tarnbuhun Lcmbnrnn NCV,Hru l~cpuhJiI< Jr donr,ujll
Nornor 4~H6);

5. Undung-Undung Nomor 20 Tuhun 200:3 tc:ntllnp, Bfntcm
PcndidiJmn Nm~ionlJl (LcmbL.rul1 Ncgllm UcruhHk tndoncniu
Tahun 2003 Nornor 78, Tumbuhnn Lcrnbnrun Ne~um
RepubJik Indoncsiu Nomor 430 J);

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentnng
Perbendaharaan Negara (Lcmburun Ncgura RcpubJik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tnmbuhnn Lcrnburnn
Negara Republik Indonesiu Nomort1355);

7. Undang-Undang Nomor J 5 Tnhun 2004 tentang Pcmcrikuaan
Pengelolaan dan Tanggung .Juwab Kcunngan Ncgara
(Lembaran Negara RcpubJik Indcncsla Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lcrnbaran Ncgnra Rcpublik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Slstcm
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perirnbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pcrnerintahan
Daerah [LernbaranNegaraRcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126. Tambah an Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rcncana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 43, Tambah an Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6398);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5657);

16. Peraturan Pemerintab Nomor 39 Tabun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik . Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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21. P mrurun P m rirttlfh Notnor 12 'lohun 20) 7 tcntanp,
Pcmbinnnn dnn Pcngnwnsnn I'cnydr,nggnmnn Pcrncrintahnn
Dnernh [Lcrnbnrnn NeW,lm Rcpublik lnrlonenin Tuhun 2017
Nomo r 73. Tnmbuhnn Lcmburnn NCKnrfl f<cpuhlik lndoncsia
Nomor 6041);

22. Pcraturan Pcmcrintnh Nomor JJ Tohun 2018 Icntnng
Pclaksanaan Tugas don Wcwenang Gubcrnur scbagni Wakil
Pemerintah PUBot [Lernbaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lcrnbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Pcruturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntnng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencann
Pernbangunan Jangka Mcnengah Tahun 2015-20 J 9
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25. Peraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014 tcntang Pcrarurun
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undnngan (Lernbaran
Negara RepubJik Indonesia Tahun 20J 4 Nomor .199);

26. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuon nn Dacrnh
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, tcrakhir derigan
Peraturan Mentcri DaJam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kcdua Alas Pcruturan Menter; DLIJrun
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdomun Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tcntang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubemur
sebagai Wakil Pernerintah eli Wilayah Provinsi [Berita Ncgara
Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) scbagairnana
tdah diubah beberapa Kali, teraknir dengan Peraruran
Menter] DaJam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 ten tang
Perubahan Keernpat Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Waki Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 51);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentcri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentuknn Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tabun 2016
tentang Pedornan Pengelolaan 8arang Milik Daerah (Berita
Negara RepublilcIndonesia Tahun 2016 Nomor547);
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30. Pcreturun Mcntr.ri Dulntn Ncv,cri ltomor /j~ Tehsm 2017
tentang Tala Cern Percn enunn, P':nw.:nd:JJian d.;.m E'IiJJua. i
Pcrnhangunan Daerah, Tata C:Jr:J gV;:JJu~ 1i Rancangan
Peraturan Daeruh Tentang Renc:ma Pernbangunan .Jangka
Panjang Daerah dan Rcncen» Pernbangunan .Jangka
Mencngah Daerah, .~:rt.a Tata Cere Perubahan Rencana
Pembangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan .Jangk ..a Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah (Berita .ie~ra P..epublik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 1312);

31. Peraturan Menter! Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nornenklatur Perc..-ncanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita N~a Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 1447);

32. Peraturan Menter! DaJ3m NcgP.ri RepuhHk Iridorreaia
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedornan Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 590};

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok PengeJolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tabun 2007 Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Provmsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tarrun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
1'ahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesenatan
di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

37. Peraruran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012 Nomor 10);

38. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN2021.

Menetapkan:

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2019 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambah an Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

41. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

42. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
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(1) Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana KeIja Pembangunan Daerah
Tahun 2021 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

BAB II
PROGRAMPEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasa12

3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. PD adalah Perangkat Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2019.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan
Tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung
sejak Tahun 2016 sarnpai dengan Tahun 2021.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umummengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13. Arab kebijakan adalah arab atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

- 7 -
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
8elanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

Pasal6

(I) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Buku Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(2) Renja-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah
disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal5

Bab VII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

Bab VIII Penutup.

Gambaran umum kondisi Daerah;

Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;;

Arab kebijakan pembangunan kabupaten/kota;

Rencana kerja dan pendanaan Daerah;

Bab II
Bab III
BabIV

BabV

BabVI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 berisi:
Bab I Pendahuluan;

Pasal4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tabun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi dan misi Gubemur yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Pasal3
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SEKRETARJS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

AB:uLs
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 80

Diundangkan eli Banjarbaru
pada tanggal I Y -Jv l.t' ~o.'Lo

SAHBIRlN NOOR

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1'1 vlJ(J·a

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan pcnempatannya dalam Berita Dacrah Provinai Kalimantan
Selatan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Pemerintah Daerah melakukan pcngendalian dan cvaluasi tcrhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB~V
PENGENDALJAN DAN EVALUASJ

Paaal8

(1) Pemerintah daerah menyuuun RKPJ) Tunun 2()2 J 1I(~"IJPJljmlln(ldirnlJkf ud
dalarn Pasal 4, juga rnelakukan pcrnctaan pmgmrn dan kt;wutnn senuei
dengan klaaifikasi, kodcfikani don noomcnklatur yong diatur dalarn
ketentuan peraruran pcrundung-undungnn.

(2) Hasil pernetaan sebagaimana dimaknud pada ayat (1) menjadi bagian
lampiran Peraturan Oubernur tcnieng RKPD Provint i.

IJAlJI1I
PEMETAAN DAN PEMUTAKlf'fMN NOMJ~NKLATUI PHOOUAMDAN KLOJATI\N

plJlJlJ) 7

_ f) _


